LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2601
]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN RE\LBA_’\C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

Memmbang . a bahwa dengan ditetapkannya Undang-undanz Nomor
- 2ZTalum 999 ienisng Panermiahun Dacraly dan daiam
- -rangka pelaksamean Otonoms - Dacralr maka periu

menyusun Organisasi Pemerintah Kabupater: Rembang.,
b. bahwa untuk maksud tersebut dmatas perdu menyusun

Orgarmsasi  dan Talz Kemju Pemermtai  Kabupaten
Rembang yang ditetapkan dengan Peratiran Daerah.

Mengingat : 1. Undangundang Nomor 13 Tahun I[950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undangamdang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

= Iadonesia Takun 1974 Nomor 51, Tambahzn Lembaran

Negara Nomor 3041) sebagalirana tefah dinbait dengan

Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawatan (I.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3850),



Menetapkan

A

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan .Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia’ “Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 3037);

)

4. U'ndang-uncang Necmor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangen antara Pemenintah Pusat dap
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahup
1099 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomar
3848); -

1.3

Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 20C0 tentang Kewenangan Pemerintzh dan
- Kewencagan Propimsi Sebagai Daerah Otorom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Noinor 54, Tambaban Letnberun Negura Nomor 3952)

Peraturan Permenntzn Republik indonesia Nomor 84
Tzhun 200G tentzng Pedoman Organisasi Pepangkat

(=)

N ‘] ot Niamnen Donmhitn ind
Deereh (Lembaran Negaa Republx indonesia Tanun

. 72000 Nomor 163);

" - T Kepritusan Preésiden” Republik Indonesia Nomor 44
Tzhun 1999 {enieng Teknis Penyusunan Peraturan
Penmdang-undang dan Bentuk Rancangen Undang-

- undenz, Remcangen  Perelurn  Penenniah, dan
- Rancangan ‘Kepumsen Presiden (Lembaran Negera
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

S. - Kepuivsan - Menited Dalws negeri don Otonomi
Dacrali Nomor-50 Teimin 2000 teniaig Pedoman
Sustman Organisasi éan Tata Kerja Perangkat Daera!
Kabupaten/Kota: -

Dzngan Persetujuan Dewsn Pérwakilan Rakyat Daereh
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANGC

TENTANC ORCANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KABUFATEN REMBANG
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5.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dzerah ini yang dimaksud dengan :
2erah adalah Kabupaten Rembang;
emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

ati adalah Bupati Rembang;

dl Bupati adalah Waidl Bupati Rembang.
BABII

ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 2

Kabupaten Rembang terdiri dafi Bupati dan Wakil Bupati beserta
lajnnya, :

Pemerintah Kabupaten sehagaimana dimaksud ayat {1)
iran yang merupakan bagian tidak terpisahken dari



Pasul 4

Bupati adalah Pimpinan <Da::rah.dan berkedudukan sebagai Kepala Ekseloutif
dibantu oleh secrang Walkal Bupati.

yang
Pasal 5

(1) Dalam menjaiankan tugas serta kewenangannya Bupati bertanggungjawab kepada

~ DPRD.

Tata cara Prlaksanaan Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud ayat (1)

@ :
ditetapkan dzaiam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 6

() Pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupeti sccara bersaniaan celam Rapat
Paripurna DI'RD sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(2) Syarat-syarat fata cara pencalonan dan pemilihan Rupati diahir dengan Peraniran
Tata Tertib tersendiri oleh DPRD.

(3) Bupati mempuriyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya
untuk sekali masa jabatan

Pasal 7

B_upati memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD.

Bagian Ketiga
Wakil Bupati

Pasal 8

(1) DiDaerzh terdapat seorang Wakil Bupati.

(2) Wakil Bupati dipilih oleh DPRD) daj . - it
2 D dalamRapat P diadakan untuk 1,
bersamaan dengan Pemglg Bupat. apat Paripuma yang dia

(3) Syarat-syarat, Tata cara Pen
Peraturan Tata

calonan dzn Pemilihan Wakil Bupati diatur denge?

A %
Teriib tersendin oleh DPRD



5=

. Pasal 9

(1) Wakil Bupati bertugas :
a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya;
b. mengkocrdinasikan kegiatan-kegiatan instansi Pemerintah di Dasrah;
¢ melaksarukan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati,

(2) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Wakil Bupai melaksanakan tugas dan wewenang Bupat aspabila Bupati

faluigan.

s

{4) Penjebaran tugas Wakil Bupati ssbagaimana dimaksud ayat (1} diatur dengan
Keputvsan Bupati.
Pasal 10
(1} Apabila Bupati berhaiangan tetap. jabatan Bupai digarti cleh Waldl Bupali sampai
habis masa jabatatmya.
{2) Apabila Wakil Bupati berhalangan tetap, jabatan Wakil Bupati tidak diisi.
(3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, “sekyetaris Daerah

melaksanakan fugas Bupah unfiuk sementara wakhi.

() Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambanya dalam waktu 3 (tiga)

bulan.
Pasal 11

Ketenmuan-ketentuan tentang masa jebatan, pemb"rhenuan Bupati berlaku juga bagi
Wakil Bupati. =

Begian Keempat
Perangkat Daerah

Pasal 12

1) s eih HEY @it
bertanggung-jawab kepada Bupati dan memba



_ ‘ -1 dun Sekrelarial Daerahy, Dinas Daerahy Lem, _
pauc;‘nhz:;é:lt;gnlﬁn ;{elluahan sesuai dengan kebutuhan, e Telygy
Daerah,

pembentukan, Tugas Pokok dan fungsi serta Organisasi Ppey
(2) Pembe S

stodorclioss P ngkat Dyory,
<ohagiiman dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daersh terye;
BASB IV
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Badan Eksckutif Dasrah wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuay
* Perundang-undangan vang berlaku dalam pelaksanaan Pem

enntah Daerah yppy
mencapai Otonemi Daerah yang myatz, heas dan bertanggungjawab,

(2) Dalam melaksanakan wgas dan wewenangnya, P;rnen'ntah Dacrah wejiy
menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi.

Pasal 14
) ‘Bﬁpéﬁ sebag:u Kef)aTaEkselqu wajib menYampaikan pertanggungjawaban
kepada DPRD pada

setiap akhir Tahun Angparan sslambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah Tahun Anggaran herakhir.

(2) Bupati sebagai Kepala Eksekutif wajib memberikan pertanggungjawaban kepads
DPRD urtuk hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

)] ?\fekanisme perfanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1} dan ayat (2)
dlzksznakan seg

i dengan Peraturan Perendang-undangan yang berizka

CTlanu.

‘Pasal 15
S‘?.bf” K S L = . - AT
pﬁn:r:j .m?:akit:zr;zinﬂefﬂh, bupaty mermmpin jajarannya dengan memperhafika?

, ‘as1, «inbxonisasi dan integrasi secara vertikal dzn horisental beik
dalam lingkungan MasINg-T25ing maupun instansi lain sesuai dengan tuges pokoknye

BABV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN



'Y =
Pasal 16

Jenjang jabatan, kepangkatan , susunan kepegaiwaian dan pengangkatan para pejabat
di jajaran Badan Eksekutif Daerah dan’Sckretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
engawasan dan perubinaan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Bupat .
- BAB V11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

ereturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkandi R e mban g
pada tanggal 12 Maret 2001
BUPATI REMBANG

y HENDARSONO
DiundangkandiRembang
pada tanggal 15 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Ty wry Y™y 4 mr

HNOERANTO,SH
Pembina Utarna Muda
NIP. 500 040 991
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